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Kegiatan jual beli mobil bekas melalui jasa makelar mulai marak dimasyarakat, 

yang mana dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam 

menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan  kepada konsumen seperti 

tidak bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan 

kemanfaatan kepada konsumen dan tidak mencerminkan nilai-nilai syar'i, yang 

menganut konsep tolong-menolong dan azas kesusilaan dalam kebebasan 

berkontrak sehingga konsumen merasa perlunya perlindungan yang diberikan. 

Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan ialah, Bagaimana bentuk 

entuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui 

makelar di showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, dan 

tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan akad samsarah tehadap 

bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui 

makelar  di showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk perlindungan 

yang diberikan ialah memberikan informasi terkait mobil bekas secara jelas dan 

lengkap, menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai standar 

mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen 

untuk menguji atau mencoba mobil yang diperdagangkan tak lupa pihak makelar 

memberikan hak khiyar. Adapun tinjauan Undang-undang Perlindungan 

Konsumen dan akad samsarah tehadap bentuk perlindungan konsumen pada 

praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar  di showroom mobil bekas 

Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh sudah sesuai karena memperhatikan sisi 

perlindungan kepada konsumen seperti memberikan tranparansi saat proses jual 

beli agar konsumen mempercayai menggunakan jasa makelar dan konsumen 

tidak merasa dirugikan apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena 

telah diberikan informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi. 
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2. Vokal 

Vokal  bahasa  Arab,  seperti  vokal  bahasa  Indonesia,  terdiri  dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 

Tanda dan 
Huruf 

 
Nama 

Gabungan 
Huruf 

 

ي َ   َ     
Fatḥah dan 

ya 

 
ai 

 

و َ   َ     
Fatḥah dan 

wau 

 
au 

 

Contoh: 
 

 haula : ه  لو                                kaifa : فيك   
 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 
Huruf 

 
Nama 

Huruf 
dan tanda 

 
/ي َ  ا  

Fatḥah dan alif 
atau ya 

ā 

َ  ي  Kasrah dan ya ī 

 
َ  ي  

Dammah dan 
 

waw 

 
ū 

 

Contoh: 
 

 qāla : ق      ال
 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ   َ  Fatḥah a 

  َ  Kasrah i 

           َ  Dammah u 
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  ramā: ر مى

  qīla : يق      ل

 yaqūlu : ي    قول

4. Ta Marbutah (ة) 
 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t.  

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : ورةض اافطلال

 al-Madīnah al-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah : اةنيدمل اونملرة

 ṭalḥah :  طحلة

Catatan: 

Modifikasi 

1 Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

2 Nama  negara  dan  kota  ditulis  menurut  ejaan  bahasa  Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3 Kata-kata   yang  sudah   dipakai   (serapan)  dalam   kamus   bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat 

hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai 

makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam 

berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.
1
 Islam adalah suatu 

sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (comprehensive way of life). Ia 

memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan 

termasuk sektor bisnis dan transaksi.
2
 Sebagai sistem kehidupan, Islam memberi 

warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, baik dalam kehidupan 

sosial, ekonomi  dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. 

Seiring berkembangnya zaman yang memicu kompleksnya permasalahan 

dalam kegiatan muamalah pada saat sekarang, manusia sering menemukan 

masalah yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-

Qur‟an dan sunnah. Tetapi yang diharapkan adalah bisa mencari solusi atas 

masalah yang baru dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar Hukum 

Islam yang mempunyai tujuan yang umum yaitu demi kemaslahatan umat dan 

tetap berlandaskan pada Al-Qur‟an dan sunnah. Misalnya, dalam persoalan jual-

beli, utang piutang, mudharabah, gadai, sewa-menyewa dan lain-lain. Persoalan 

muamalah ini merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting 

agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

syari’at muamalah diturunkan Allah hanya dalam bentuk yang global dan 

                                                           
 

1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII 

Press, 2000), hlm.11. 
2
 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank  Syari‟ah  dari  Teori  ke Praktik ( Jakarta : Gema 

insani, 2001), cet ke-1, hlm. V. 
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umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai perspektif dan norma yang 

dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara manusia.
3
 

Hukum Islam sendiri juga mengatur pergaulan hidup manusia sebagai 

makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, 

agar ketertiban hidup masyarakat dapat tercapai, karena hak dan kewajiban 

adalah sisi yang saling terkait. Dalam transaksi jual-beli, pembeli berkewajiban 

untuk menyerahkan sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan 

barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban menyerahkan barang, dan berhak 

menerima uang sebagai kompensasi barang yang telah diserahkan. Begitu juga 

dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling 

membutuhkan satu sama lainnya. Pelaku usaha dapat dikatakan sebagai 

penyedia barang atau jasa sehingga dari hasil produksinya ditawarkan/dijual 

kepada konsumen. Sedangkan konsumen itu sendiri adalah pihak yang 

membutuhkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. 

Karena minimnya pengetahuan dalam bidang muamalah banyak 

kalangan muslim pada saat menjumpai keraguan dalam bermuamalah 

mengabaikan etika dan nilai-nilai keislaman, bagi sebagian pihak tujuan bisnis 

hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba saja. Anggapan aspek 

moralitas dalam persaingan bisnis hanya sebagai penghalang untuk meraih 

kesuksesan. Tetapi bagi sebagian pelaku bisnis lainnya berpendapat bahwa 

bisnis bisa disatukan dengan etika, karena etika merupakan alasan-alasan 

rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak 

terkecualikan aktivitas bisnis (transaksi jual-beli) secara umum.
4
 Jual-beli 

merupakan perbuatan yang sah dan mulia, hal ini dapat di pertegas dengan Q.S 

Annisa’ ayat 29:  

                                                           
3 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2 hlm. 

Viii. 
4
 Muhammad, & Lukman Fauroni, Visi Al Qur‟an Tentang Etika dan Bisnis ( Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2. 
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“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang 

kepadamu”  

 

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela 

antara penjual dan pembeli dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan salah 

satu pihak. Sebagaimana diketahui jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul,
5
 

adanya rukun jual-beli, dan syarat lainnya,
6
 Para pihak yang bertransaksi jual-

beli akan membentuk suatu akad. Salah satu unsur terbentuknya akad adalah 

ada sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang 

ditimbulkannya. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan 

detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal 

lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat
7 harus diindahkan. Dengan 

demikian, setiap muslim haruslah mentaati seluruh peraturan hukum atau norma 

jual-beli saat melakukan transaksi. Orang yang terjun dalam dunia bisnis, 

berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah 

atau tidak (fasid). Ini bertujuan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan 

tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. 

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah 

dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau 

membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan 

imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang 

aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktik bisnis yang dilakukan oleh 

                                                           
5
  Ijab adalah ucapan dari seorang penjual kepada pembeli sepert ucapan: Aku jual baju 

ini seharga sekian, dan Qabul adalah jawaban dari seorang pembeli kepada penjual sepaerti 
ucapan : Saya beli baju ini darimu dengan harga sekian. 

6 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam 

(Jakarta : Amzah, 2010), cet ke-1, hlm. 28. 
7 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 57. 
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Rasulullah SAW.  Dalam Islam terdapat larangan jual beli salah satunya adalah 

Ghisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan 

mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
8
 

Islam juga mensyari’atkan jual-beli dengan wakil karena manusia 

membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni 

segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian 

mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Yaitu orang 

menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan 

pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. 

Menurut Hamzah Ya’qub samsarah (makelar) adalah pedagang 

perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah 

tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain samsarah (makelar) ialah penengah 

antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.
9
 Dengan adanya 

perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah bertransaksi, baik 

itu transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. 

Menurut Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan 

pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-

kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efek-efek lainnya, obligasi-

obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, 

pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan
10

, asuransi, pengkreditan dengan 

jaminan kapal, pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini seorang Makelar adalah orang yang bertindak sebagai 

penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya 

lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini 

                                                           
8
 Ibid,  hlm.58. 

9
 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam 

Perekonomian  (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 269.   
10

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia Diskonto adalah potongan atau bunga yang 

harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum 

waktunya.   
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makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan 

pembeli. Namun dilihat pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai 

bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan 

mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas 

risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar 

menjembatani kepentingan pihak-pihak yang di hubungkan dan dapat 

bertanggungjawab atas setiap risiko yang terjadi.
11

 

Dalam syari’at islam, ada sebuah pantangan bagi para makelar, 

pantangan tersebut ialah menjadi perantara penjualan barang milik orang 

kampung yang dijual di pasar kota. Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi 

S.A.W. Bersabda:  

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  وْا الَرُّكْبَانَ  صلى الله عليه وسلم  وَعَنْ طاَوُسٍ عَنِ ابِْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عَن ْ  لََ تَ لَقَّ

سِِْسَارًا  : لََ يَكُونُ لَوُ  وَلََ يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ? قاَلَ   قُ لْتُ لَِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَ وْلوُُ  وَلََ يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ   

"Dari Thawus, dari Ibnu Abbas radliallahuanhuma; Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam Bersabda: janganlah engkau menyongsong 

(mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan 

jangan pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya 

kepada Ibnu Abbas radliallahuanhuma: “Apa arti sabda Beliau” dan 

janganlah orang kota menjual kepada  orang  desa?”.Dia  menjawab: 

“Janganlah  seseorang menjadi simsar (makelar/perantara) bagi orang 

desa”.(HR.Al-Bukhari).
12

 

 

Pada riwayat lain Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menjelaskan alasan 

pantangan ini dengan bersabda: 
 

ُ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْض(  (رواه مسلم))لََ يبَِعْ حَاضِرٌ لبَِادٍ دَعُوا النَّاسَ يَ رْزُقِ اللََّّ

                                                           
11

http://bisniukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potesial-html, diakses pada 

tanggal 11/09/19 
12 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah 

Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih al-Bukhari Kitab al-Buyu' ( Bairut: Darul Al-Fikr, 

1419H/2005M), hlm. 52. 

 

http://bisniukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potesial-html
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“Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang 

milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rizqi 

oleh Allah dari sebagian lainnya.” (Riwayat Muslim). 

 

Hadist ini bukan halangan atas samsarah. Adapun larangan orang kota 

menjual untuk orang desa itu disertai dengan 'illat kata-kata al-hadhir (orang 

kota) dan al-badi (orang kampung) merupakan washfun mufhimun (sifat yang 

mengandung makna lain). Dalam konteks perdagangan, orang kota mengetahui 

situasi dan harga di pasar, sementara orang kampung tidak mengetahuinya 

karena jauh dari pasar. Ketidaktahuan tentang situasi dan harga pasar itu yang 

menjadi 'illat larangan tersebut. Dengan ketidaktahuan itu, orang kota bisa 

menipu orang kampung. Jadi, keharaman samsarah terdapat pada konteks jual-

beli yang seperti ini. Ada pun samsarah secara umum tetaplah halal. 

Pembangunan, khususnya pembangunan perekonomian di bidang 

perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu 

semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka 

jenis dan kualitas. Namun disisi lain konsumen menjadi objek aktivitas 

bisnis para pelaku usaha yang mengharapkan keuntungan secara besar-besaran 

melalui promosi maupun penjualan yang seringkali merugikan konsumen. 

Dewasa ini, kita ketahui bahwasannya di Indonesia sudah dibentuk Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, dimana Undang-Undang tersebut memuat 

aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-

undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya 

sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan 

konsumen. 

Dalam kehidupan ini sudah sangat jelas sekali bahwasannya Islam 

telah memberi larangan tentang jual-beli yang curang, tak hanya itu pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pun juga telah diatur mengenai 

perlindungan konsumen. 
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Meskipun telah diatur demikian, akan tetapi masih banyak para makelar 

yang melanggar hak-hak para pembeli, sehingga menyebabkan kekecewaan 

pada diri si pembeli mulai dari kalangan atas hingga bawah, hal tersebut 

tentunya sudah banyak terjadi dan tidak asing di telinga kita. 

Para makelar makin pintar memanfaatkan keadaan untuk menjual mobil 

bekas dengan harga yang dilipat gandakan dan kadang juga tidak sesuai dengan 

kondisi kendaraan serta standarnya, penjualan yang melanggar etika bisnis 

islam dan hukum positif tersebut disebabkan karena mereka hanya 

mengedepankan keuntungan dan tidak peduli atas kualitas barang yang 

dijualnya serta hak-hak para konsumen. mereka semakin mengahalkan segala 

cara agar mendapatkan keuntungan yang berlipat. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah 

yang berjudul “Perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas 

melalui makelar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen (Studi pada showroom mobil bekas di 

Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka agar 

penelitian ini  dapat  mengarah  pada  persoalan  yang  dituju  penulis  membuat  

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli 

mobil bekas melalui makelar di showroom mobil bekas Kecamatan 

Lueng Bata Banda Aceh? 

2. Bagaimana tijauan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan 

Konsumen dan akad samsarah tehadap bentuk perlindungan 

konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar  di 

showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh?                      
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen pada 

praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar di showroom mobil 

bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tijauan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan akad samsarah 

tehadap bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil 

bekas melalui makelar  di showroom mobil bekas Kecamatan Lueng 

Bata Banda Aceh. 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk mengindari kesalah pahaman dan pengertian dari skripsi ini, 

maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan penjelasan istilah yang terdapat di 

dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan konsumen 

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

“tempat berlindung” hal (perbuatan). Perlindungan juga berarti proses, cara, 

perbuatan yang melindungi.
13

 Sedangkan menurut Undang-undang, 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan  perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya 

perlindungan maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, 

dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka.
14

 

2. Jual-beli 

Jual-beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda yang 

mempunyai nilai dan di antara kedua belah pihak saling rela atas transaksi 

                                                           
13

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 114. 
14 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan 

Nasional Dengan Syariah  (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 354. 
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tersebut. Transaksi jual-beli ini sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, 

karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong-menolong, 

tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup.15 

3. Makelar (Samsarah) 

Menurut Hamzah Ya’qub samsarah (makelar) adalah pedagang 

perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah 

tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain samsarah (makelar) ialah penengah 

antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.
16

 

4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah hukum yang memuat asas-

asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang 

melindungi kepentingan konsumen, bisa diartikan juga bahwa Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 adalah seperangkat aturan, asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.
17

 

E. Kajian Pustaka 

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “Perlindungan 

Konsumen Pada Praktik Jual-Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Pada Showroom Mobil Bekas di 

Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)”. Menurut penelusuran yang telah penulis 

lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik 

yang mengarah kepada penelitian skripsi ini. Dari penelusuran referensi yang 

ada, ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti mengenai konsep 

perlindungan konsumen, antara lain: 

                                                           
15

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 192. 
16

 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam 

Perekonomian (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269. 
17

 Celina tri siwi kristiyanti.Hukum Perlindungan Kosumen  (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hlm. 13. 
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Yulia Ariani dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Makanan Dan Minuman Impor (studi komparatif Hukum Islam Dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999)”, Dalam penelitian ini Yulia Ariani lebih 

bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap produk makanan dan minuman 

impor dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  

Konsumen  dan  mengetahui  tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan 

konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor.
18

 Perbedaan skripsi 

Yulia Ariani dengan skripsi penulis adalah tempat penelitian serta objek 

penelitiannya. Penulis lebih menekankan tentang perlindungan konsumen 

terhadap praktik jual beli mobil bekas melalui makelar. 

Haifa Nadira dengan judul“Perlindungan Konsumen Menurut Hukum 

Islam: Studi Kasus terhadap Pertanggungan Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda 

Aceh” Dalam penelitiannya Haifa Nadira lebih bertujuan untuk mengetahui dan 

menjelaskan tentang aturan dan praktik pertanggungan ganti rugi yang terjadi 

pada doorsmeer di kota Banda Aceh dan pandangan hukum Islam terhadap 

pertanggungan ganti rugi yang terjadi pada doorsmeer di kota Banda Aceh. 

Peraturan yang ada di doorsmeer kota Banda Aceh berbeda, ada yang 

menggunakan peraturan tertulis dan ada pula yang menggunakan secara lisan. 

Terhadap pertanggungan ganti kerugian, pihak doorsmeer akan mengganti 

kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan oleh pihak doorsmeer. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap 

pertanggungan ganti rugi belum sesuai karena pihak doorsmeer belum 

sepenuhnya menerapkan tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan 

barang konsumen saat kendaraan dititip kepada pihak doorsmeer untuk dicuci. 

Namun, ada juga beberapa doorsmeer yang telah menerapkan sistem 

                                                           
18

 Yulia Ariani, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman 

Impor(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU. No. 8 Tahun 1999). Fakultas Syariah, IAIN Ar-

Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. viii (abstrak). 
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pertanggungan ganti rugi seperti yang diharapkan oleh konsumen.
19

Dan 

perbedaan skripsi Hanifa Nadira dengan skripsi penulis ialah objek dan tempat 

penelitiannya. 

Munawir dengan judul “Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen 

Dalam Jual Beli Mobil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Mitra 

Mobil Di Kota Banda Aceh)” Dalam penelitian ini yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah bagaimana sistem yang digunakan CV. Mitra Mobil 

Banda Aceh dalam menetapkan komisi dan provisi bagi agen, bagaimana  

tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sistem  yang  digunakan  CV.  Mitra Mobil 

Banda Aceh dalam menetapkan Komisi dan Provisi bagi agen dalam perspektif 

akad samsarah.
20

 

Sahri Ramadhan dengan judul “Praktik Jual Beli Kopi Antara Agen Dan 

Pemasok Pada PT. Genap Mupakat Di Kecamatan Bandar Menurut Perspektif  

Hukum  Islam”.Karya  ilmiah  ini  berisikan tentang kinerja agen kopi yang 

dibahas dari segi hukum Islam. Skripsi ini juga memberi gambaran keberadaan 

agen yang   bisa merugikan pihak yang bertransaksi.
21

  

Buku Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, hukum 

tentang perlindungan konsumen dalam syariat islam baik dari produk teks-teks 

al-Quran dan al-Hadist maupun dari produk fikih Islam, peneliti melihat bahwa 

khazanah Islam sangat kaya dalam hal ini, sehingga dapat dijadikan sebagai 

pedoman perlindungan konsumen kontemporer karena keunggulan dan ciri khas 

hukum ekonomi Islam dalam perlindungan hak konsumen, karena nampaknya 

sebagian besar nash-nash  syara‟ tentang mu‟amalah  lebih tertuju pada usaha 

                                                           
19

 Haifa Nadira, Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus terhadap 

Pertanggungan Ganti Rugi pada Doorsmeer Banda Aceh,  Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, 

Banda Aceh, 2018, hlm iv (Abstrak). 
20

 Munawir, Sistem Penetapan Komisi Dan Provisi Agen Dalam Jual Beli Mobil 

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV Mitra Mobil Di Kota Banda Aceh ), Fakultas 

Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm iiv (Abstrak). 
21

 Sahri Ramadhan, Praktik Jual Beli Kopi Antara Agen Dan Pemasok Pada PT. Genap 

Mupakat Di Kecamatan  Bandar Menurut Perspektif  Hukum  Islam, Fakultas Syariah, UIN Ar-

Raniry, Banda Aceh, 2010, hlm iv (Abstrak) 
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menghindarkan segala kezaliman terhadap kedua belah pihak, konsumen dan 

pelaku usaha.
22

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Setiap penelitian karya 

ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai 

metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan yang 

dapat dicapai dengan metode deskriptif adalah untuk menjelaskan atau 

menggambarkan situasi yang terjadi  dalam sekitar kehidupan, salah satu 

contohnya seperti dalam penelitian penulis ini, mengenai Perlindungan 

Konsumen Pada Praktik Jual-beli Mobil Bekas Melalui Makelar ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

Setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian karya 

ilmiah sangat penting, karena dengan adanya metode dan pendekatan 

peneliti mampu mendapatkan data yang lengkap dan lebih akurat. Pendekatan 

ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji 

mengenai peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan objek 

penelitian yang dilakukan. 

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodologi 

yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah 

ini adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan 

menjelaskan atau menggambarkan secara fakta atau apa-apa yang berlaku saat 

                                                           
22

 Muhammad, dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm 5.  
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ini.
23 

Adapun dalam data yang terkait dengan objek penelitian penulis 

mengambil dari dua sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data 

yang diperoleh dari lapangan. 

a. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Library research, yaitu kajian kepustakaan dengan menelaah dan 

mempelajari, serta menganalisis buku-buku dan referensi-referensi dari 

berbagai pustaka dengan pembahasan mengenai perlindungan konsumen pada 

praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar.Penulis juga menggunakan 

literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta situs website 

yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan ini sabagai landasan 

teoritis. 

b. Metode Penelitian Lapangan (field research) 

Field research yaitu data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan 

secara langsung mendatangi  pihak  yang bersangkutan  untuk melaksanakan 

penelitian tentang perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas 

melalui makelar, dalam hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di 

showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan 

data di  lapangan  dengan  wawancara  atau  interview,  yang merupakan  teknik  

yang dipakai guna memperoleh sebuah informasi yang lengkap secara 

langsung yaitu, dengan cara langsung bertatap muka, dan mewawancarai orang 

yang dapat memberikan informasi kepada penulis, pada penelitian ini penulis 

melakukan wawancara dengan pihak showroom tersebut. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrument yang peneliti gunakan untuk memperoleh data pada 

penelitian ini adalah observasi. Observasi  merupakan salah satu teknik 

                                                           
23 Husein Umar, Metode penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23. 
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pengumpulan data melalui proses pencacatan secara cermat dan sistematis 

terhadap objek yang diamati secara langsung. Sebagaimana pada penelitian 

umumnya, terdapat data- data yang menjadi bahan analis dalam sebuah 

penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

diperoleh dari sumber aslinya.
24

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah  data  yang sudah  tersedia  dan  dikumpulkan  

oleh pihak lain yang di peroleh melalui media perantara dan secara tidak 

langsung.
25

 Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil 

penelitian, laporan kerja yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Data-data yang dikumpulkan dan hasil wawancara yang peneliti peroleh 

akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang 

lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan 

penulisan skripsi ini serta dianalisis secara deskriptif analisis. 

Disamping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran 

terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik 

kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta saran-saran untuk kebijakan 

selanjutnya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi 

ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, 

sebagaimana tersebut di bawah. 

                                                           
24

 Anwar Sanusi, Metodelogi Penelitian Bisnis  (Jakarta: Selempa Empat, 2014), hlm 

103. 
25

Ibid . 
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Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis yang mencakup tinjauan 

umum tentang perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang berisi 

pengertian perlindungan konsumen beserta landasan hukum, asas dan tujuan 

perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dalam perspektif 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan 

pengertian Makelar beserta  tanggung jawab Makelar sebagai pelaku usaha. 

Bab Tiga, membahas hasil penelitian yang mencakup tentang 

Bagaimana  bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas 

melalui makelar di showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, 

bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan akad samsarah terhadap bentuk perlindungan 

konsumen di Showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh . 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang 

memuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan-pembahasan yang 

penulis bahas. 
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BAB DUA 

LANDASAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

DAN MAKELAR (SAMSARAH)  

 

 

A. Perlindungan Konsumen  

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Dasar Hukumnya 

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu 

setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. Para konsumen merupakan golongan yang rentan 

dieksploitasi oleh pengusaha/pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan 

seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen.
26

 Business English 

Dictionary menjelaskan perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai 

untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan 

konsumen itu sendiri.
27

  

Pengertian tentang konsumen secara yuridis dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, merumuskan konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Rumusan undang-undang perlindungan konsumen berbeda 

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memberikan pengertian 

                                                           
26

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,  2005),hlm. 98. 
27

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta Prenadamedia Group, 2016), hlm, 
21. 
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bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa, 

baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain. 

Perbedaannya adalah, batasan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat oleh 

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Rumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai definisi 

konsumen mengartikan juga bagi pemakai barang dan/atau jasa tersebut, bukan 

saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain. Makhluk hidup 

lain selain manusia adalah hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk 

mikroorganisme.
28

 

 Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik 

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam 

pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir 

pedagang, distributor dan lain-lain.
29

 

 Menurut Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum 

Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,” membedakan antara hukum 

konsumen dengan hukum perlindungan konsumen.  

 Menurut beliau, hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan 

produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam 

kehidupan bermasyarakat”, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah 

“keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi 

                                                           
28

 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 23. 
29

 Moh. Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: Akademia, 2012), 

hlm. 8. 
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konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 

(barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam 

kehidupan bermasyarakat”. 

 Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran  

masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam 

sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa 

manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang, 

perkembangan itu bukan saja membawa dampak yang positif, namun juga 

membawa dampak yang negatif kepada konsumen. Unsur-unsur perlindungan 

konsumen adalah:
30

 

a. Semua badan/organisasi secara langsung maupun tidak langsung 

bergerak dalam perlindungan konsumen.Badan-badan organisasi 

tersebut dapat terdiri dari badan-badan pemerintah maupun badan 

swasta yang khusus didirikan untuk tujuan tersebut. Sebagai upaya 

dari kalangan swasta, gerakan perlindungan konsumen ini sudah 

dapat dikatakan cukup lama keberadaannya, yaitu sejak 

didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 

tahun 1973. Badan swasta ini bergerak secara langsung melindungi 

konsumen di Indonesia, untuk sementara terutama di Jakarta dengan 

cara-cara spesifik, yaitu dengan melindungi konsumen dengan tidak 

merugikan apalagi mematikan usaha produsen nasional.  

b. Secara tidak langsung juga para produsen barang maupun jasa, turut 

pula melindungi konsumen, terutama sekali para produsen bonafide, 

artinya yang memperkirakan bahwa keuntungan mereka peroleh 

dalam memasukan hasil produksinya akan lebih terjamin dan 

langggeng apabila keseluruhan produksinya memenuhi persyaratan 

                                                           
30

 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit 

Media, 2002), hlm. 37. 
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tentang mutu, kesehatan, pengepakan, dan lain sebagainya, 

sebagaimana dikehendaki oleh UUPK.  

c. Konsumen, di mana konsumen sendiri juga wajib melindungi diri 

sendiri dalam tindakan mengkonsumsi barang dan/jasa yang 

dilakukannya dengan cara meningkatkan kewaspadaan yang 

dilandasi oleh kemampuan dalam memilih dan mengenal suatu 

produk. Melakukan konsumsi yang seimbang dengan penghasilan, 

dengan demikian mencegah diri sndiri terjerat oleh pola konsumsi 

yang tinggi yang tidak berfaedah. 

 Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum 

perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang 

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 

 

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

 Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas 

perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum. 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
31

 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

                                                           
31

 Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 216-217. 
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil; 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil dan spiritual; 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

 Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 

mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik 

Indonesia. 

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan 

substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:  

a. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan konsumen; 

b. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan 

c. asas kepastian hukum. 

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 

3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian 

hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas 

keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan 

kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang 
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disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa : “Hukum 

yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang 

dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan 

kewajibannya tanpa penyimpangan”. 

 Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
32

 

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 

pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, 

karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir 

yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 

perlindungan konsumen. 

                                                           
32

 Ibid. 
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Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas 

bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan 

hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf 

e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam 

rumusan huruf a, d, dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk 

tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini 

tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada 

huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai 

tujuan ganda.
33

 

 

3. Hak dan Kewajiban Konsumen  

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan 

konsumen, maka kepentingan-kepentingan itu dirumuskan dalam bentuk hak. 

Secara umum terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara 

internasional yaitu: Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), Hak 

untuk mendapatkan informasi (the right to be informed), Hak untuk memilih 

(the right to choose), Hak untuk didengar (the right to be heard) (Shidarta, 

2000:16). 

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa.  

b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan 

atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan.  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

jaminan barang dan atau jasa.  

                                                           
33

 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ,…, hlm. 34. 
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d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau 

jasa yang digunakan.  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.  

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif.  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, 

apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya.  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku 

usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan 

konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi 

kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih 

rendah.
34

 Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan diatas, maka hak 

atas, maka hak atas menyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam 

perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak 

tersebut akan berpengaruh langsung pada kerugian konsumen. Selanjutnya, 

untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan 

aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, 

konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki 

berdasrkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.
35

 

                                                           
34

 Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum Dagang 

Indonesia,…, hlm. 212. 
35

 Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.29.  



24 

 

Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen 

tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena 

pemenuhan hak-hak konsumen tersebut  akan melindungi kerugian konsumen 

dari berbagai aspek.
36

 Selain memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki 

kewajiban. Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan.  

b. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan 

jasa.  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun 

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. 

Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak 

bertanggung jawa, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat 

mengabaikan kewajiban tersebut.
37

 

 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka UUPK juga 

telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di 

dalam Pasal 6 dan 7. Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak-

hak yang harus dilindungi. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-

                                                           
36

 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen,…, hlm. 47. 
37
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hak yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga 

merupakan bagian dari kewajiban konsumen. 

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang 

turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen. Maka di dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan 

kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. 

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan.  

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik.  

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor  8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif.  

c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku.  
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d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 

5. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam 

 Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, 

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan 

sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara‟ berfungsi agar kedua 

orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih 

jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa 

tertipu.
38

 

 Khiyar secara bahasa berasal dari kata ikhtiar yang berarti mencari yang 

baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. 

Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari 

dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.
39

 Sayyid Sabiq 

mengartikan khiyar dengan mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan 

atau membatalkan jual beli.
40

 Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaily 

mendefinisikan khiyar yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak 

yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi 

yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan 

transaksi.
41

Sementara itu menurut Pasal 20 Ayat (8) Kompilasi Ekonomi 

Syariah khiyar adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan 

atau membatalkan akad jual beli yang di lakukan.
42
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 Apabila dalam beberapa hari setelah perjanjian dilakukan sekiranya 

terdapat sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan para pihak maka akad 

dapat diakhiri sesuatu dengan perjanjian yang dibuat. Pilihan dalam akad 

dengan cara ini, ditemukan banyak bentuk yang dapat dipilih sesuai dengan 

banyaknya bentuk khiyar yang ditemukan dalam fikih, dan para ulama 

berbeda pendapat dalam menentukan bentuk khiyar tersebut, namun berikut 

akan ditampilkan beberapa diantaranya seperti khiyar majlis, khiyar syart, 

khiyar aib, dan khiyar ru‟yah. 

 Kesemua bentuk khiyar sebagai bagian yang integral dalam sistem 

muamalah Islam di mana para pihak yang melakukan akad mempunyai hak 

sesuai dengan kesepakatannya atau diluar kesepakatannya untuk melakukan 

pembatalan akad yang dibuat. Untuk itu, khiyar yaitu hak yang melekat pada 

setiap transaksi yang boleh berlaku hak khiyar. Hak tersebut dipastikan untuk 

dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini 

dikembalikan kepada konsep  hak   yaitu  sesuatu   yang  melekat  padanya   

yaitu pada pihak yang bertransaksi.
43 

Tujuan  dari  adanya  khiyar  tersebut  

adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi kedua belak pihak sehingga 

tidak ada yang dirugikan ataupun rasa ketidakrelaan setelah berakhirnya akad. 

Ada beberapa macam khiyar, diantaranya yaitu: 

a. Khiyar Majlis 

Khiyar majlis yaitu hak untuk tetap memilih beberapa macam akad 

jual beli di tempatnya selama keduanya belum berpisah. Maksudnya  khiyar 

majlis hilang karena kedua pihak  berpisah dari tempat akad atau kedua pihak 

memilih tempat akadnya.
44
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Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai dasar hukum 

adanya khiyar: 

َاِذَاالََقَََوَُن أََََصلى الله عليه وسلمَاللََِلَُوَْسَُرَََنَْرضي الله عنهمَعَََرََمََعََُنَِابََْنَِعََ َلْْيَََِ: َبِِ هُمَا َوَاحِدِمِن ْ َالرَجُلَانِ،فَكُلُ ارمَِالَََْتَ بَايعََ
الْبَ يْعُ،َوَاِنَْتَ فَر قاََبَ عْدَََىَذَلِكَ،َفَ قَدَْوَجَبََيِّرَُِّأَحَدُمَُاََاخَرَرَ،َفَ تَ بَاَيَ عَاَعَ ََيَََُيَ تَ فَرَقاَ،َوكََانََجََْتِعًا،َأَوَْ

هُمَاَالْبَ يْعِ،َفَ قَدَْوَجَبََالْبَ يْعَُ)رواهَالبخرى(ََََََََََََََََََََََََََأَنَْيَ تَ بََ اَيَ عَاَوَلَََْيَ تُ رُكَُوَاحِدٍَمِن ْ  

Artinya:“Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: 

Apabila 2 orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak 

khiyar selama belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat 

jual   beli; atau   salah satunya memberikan khiyar (pilihan) yang lain, 

kemudian keduanya    berjual beli dengan pilihan mereka berdua, jika 

demikian maka jualbelinya sudah wajib (berlaku); Apabila keduanya 

berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual 

beli itu, maka jual belinya sudah berlaku.” (HR: Bukhari)
45

 
  

 Dua orang yang bertransaksi berhak khiyar, yakni memilih antara 

meneruskan atau membatalkan jual-beli.
46

 Hak ini dikembalikan kepada „urf 

(kebiasaan) kewajaran ukuran majlis itu yang dianggap sudah berpisah. 

  Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa selama para pihak yang 

melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, mereka diberikan 

kesempatan untuk memilih antara meneruskan, melangsungkan jual beli atau 

membatalkannya. Perpisahan tersebut diukur sesuai dengan kondisinya. Di 

dalam kios atau toko yang kecil, maka ukuran perpisahan itu adalah dengan 

keluarnya salah seorang dari mereka. Apabila keduanya pergi bersama-sama 

maka belum dianggap berpisah dan dengan demikian kesempatan khiyar masih 

ada. Menurut pendapat yang rajah, ukuran perpisahan itu diserahkan kepada adat 

kebiasaan.
47

 

b. Khiyar „Aib 
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Khiyar „aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian 

barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik „aib 

itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati 

sebelum serah terima barang.
48 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

عْتَُ َقاَلََ:َسََِ لَاَيََُلَُّلِمُسِْ مََُرُوَْالْمُسِْ مَُرَسُوْلَُاِللَصلى الله عليه وسلمَيَ قُلَُالْمُسِْ مَُأََعَنَْعُقْبَتَِبْنَُعَامِرَِالْْهَُنِِْ

بَ ي َ  غًاَفِيْوَِعَيْبَُاِلاَ  َََََََََََََََََََََََََََََََََََبَوَُلَوَُ)روهَاببنَماجوَ(ََََََبَِعََمِنَْأَرِيْوَِبْ ي ْ  

Artinya:“Dari „Uqbah ibnu „Amir Al-Juhani ia berkata: Aku telah mendengar 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: „seorang muslim 

adalah  saudara  muslim  yang  lain.  Tidaklah  halal  bagi  seorang 

muslim untuk menjual  barang  bagi  saudaranya yang  mengandung 

kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.‟”(HR. Ibnu 

Majah).
49

 

 

 Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila yang dijual itu ada cacatnya 

maka harus diberitahu kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, 

pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi lazim dan 

tidak ada khiyar. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau penjual 

tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak khiyar.
50

 

c. Khiyar Syarat 

 Khiyar syarat atau syarat khiyar adalah kedua belah pihak yang berakad 

atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan 

meneruskan syarat waktu untuk menunggu, apakah ia akan meneruskan akad 

atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.
51  

Dengan kata lain 

kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain 
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mempunyai hak untuk meneruskan  akad  atau  membatalkannya  dalam  tempo  

waktu  yang  ditentukan ketika berakad.
52

 

 Jumhur  ulama  mengatakan  boleh  melakukan  khiyar  syarat,  tidak  

ada alasan yang bisa membatalkannya dengan dalih bahwa khiyar tidak sah 

karena khiyar  menetapkan  tiga  hari.  Lama  waktu  khiyar  syarat  ini  dalam  

hadits disebutkan  tiga  hari,  akan  tetapi  ijtihad  para  fuqaha  menyatakan  

tergantung kepada kebutuhan, sedangkan menurut Syamsul Anwar dapat 

diperjanjikan melalui kesepakatan.
53

 

 Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat 

dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena 

memang diperlukan. Terkadang ia tidak ada pengalaman sehingga perlu 

bermusyawarah dengan orang ada pengalaman, takut hilang kesempatan 

sehingga dia perlu ada hak dalam berakad dan hak untuk membatalkan atau 

meneruskan jika memang diperlukan.
54

 

d. Khiyar ru‟yah 

 Khiyar ru‟yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap 

melangsungkannya ketika ia memilih objek akad dengan syarat ia belum 

melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya 

dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.
55

 

 Jumhur ulama yaitu ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan 

Zahriah menyatakan bahwa khiyar ini disyariatkan dalam islam 

berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan:  

رَةََقَالََ:َقَالََ َىُرَيْ  لَََْيَ راَهَُفَ هُوََبَِِعَنَْاَبِْ لْْتَِاَرَِاِذَاَراَهَََََََََََََرَسُوْلَُاِللَصلى الله عليه وسلمَمَنَِاشْتَ رَىَشَيْأًَ  

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)روهَالدارقطنى(ََََََََََََََ  
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“barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia 

berhak khiyar apabila telah melihat barang itu,” (HR. Ad-

Daruqutni).
56

  

 

 Akad seperti ini menurut mereka boleh terjadi disebabkan obyek 

yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena 

sulit dilihat seperti ikan kaleng, khiyar ru‟yah menurut mereka mulai 

berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.
57

 

e. Khiyar ta‟yin 

Khiyar ta‟yin yaitu suatu khiyar dimana para pihak yang melakukan 

akad sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang dijual sampai batas 

waktu tertentu, dan hak untuk menentukannya berada pada salah seorang 

diantara keduanya.
58

 Khiyar ini biasanya dilakukan oleh pembeli dalam 

menemtukan barang yang beda kualitas dalam jual beli. Sebagai contoh adalah 

dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan 

sedang (KW2). Akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana 

keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk 

menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. 

Khiyar seperti ini, menurut ulama hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan 

bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu 

tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan 

pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan 

keperluannya, maka khiyar ta‟yin dibolehkan. 
59

 

 

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Adalah Sebagai Berikut: 
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Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan 

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan 

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 

mengenai adanya unsur kesalahan.  

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ketentuan ayat (1) dan 

(2) tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Pelaku usaha yang menolak 

dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas 

tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa 

konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan 

konsumen." (Pasal 23) 

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha 

lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen 

apabila:  

a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan 

perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;  

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui 

adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku 

usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.  

c. Pelaku usaha tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan 

ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain 

yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada 
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konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa 

tersebut. (Pasal 24) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang 

pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau 

fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai 

dengan yang diperjanjikan. Pelaku usaha tersebut bertanggung 

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila 

pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai menyediakan 

suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; tidak memenuhi atau gagal 

memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. (Pasal 25) 

d. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan 

dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. (Pasal 

26). 

e. Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung 

jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila barang 

tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan 

untuk diedarkan; cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat 

timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; 

kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; lewatnya jangka waktu 

penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka 

waktu yang diperjanjikan. (Pasal 27). 

  

B. Makelar (samsarah) 

1. Pengertian Makelar (Samsarah) dan Dasar Hukumnya 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara 

perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang 
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atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau 

komisi atas jasa pekerjaannya.
60

 

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti 

perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual-beli.
61 

Lebih lanjut Samsarah adalah kosakata bahasa Persia 

yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam 

menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa 

upah (ujroh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah 

adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan 

pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-

beli.
62

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi 

perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-

beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih 

mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk 

barang.
63

 

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara   

yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa 

menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah 

antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.
64 

Jadi pengertian 

diatas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa 

(makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik 

barang), untuk memudahkan terjadinya tansaksi jual-beli dengan upah yang 

telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.
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Sedangkan Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang 

lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.   

Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) 

orang lain sebagai patnernya sehingga simsar tersebut mendapatkan komisi dari 

orang yang menjadi patnernya.
65

 

Al-simsar (jamak dari al-samsarah) adalah perantara antara penjual dan 

pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara 

penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai al-dallah. Al- simsarahdari 

bahasa Arab, yang berarti juga tiga dallah yang baik yaitu orang yang mahir.  

Pedagang  sudah  dikatakan al-samsarah  pada  masa sebelum Islam tetapi Rasul 

menyebut mereka al-tujjar.
66

 

Terkait dengan masalah ini ada pelarangan hadist yang berkenaan 

dengan samsarah: 

هُمَاَقاَلَ:َقاَلََرَسُولَُاللَِ َالَرُّكْبَانَََصلى الله عليه وسلمََوَعَنَْطاَوُسٍَعَنَِابِْنَِعَب اسٍَرَضِيََاُللَعَن ْ َلَاَتَ َ ق وْا

سَِْسَارًاََ:َلَاَيَكُونَُلَوََُوَلَاَيبَِيعَُحَاضِرٌَلبَِادٍ?َقاَلََََقُ ْ تَُلِابْنَِعَب اسٍَمَاَقَ وْلوََُُوَلَاَيبَِيعَُحَاضِرٌَلبَِادٍَ  

 Artinya:''Dari Thawus, dari Ibnu Abbas radliallahuanhuma; Rasulullah  

shallallahu alaihi wasallam Bersabda: janganlah engkau menyongsong 

(mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan 

jangan pula orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya 

kepada Ibnu Abbas radliallahuanhuma: “Apa arti sabda Beliau” dan 

janganlah orang kota menjual kepada  orang  desa?”.Dia  menjawab:  

“Janganlah  seseorang menjadi simsar (makelar/perantara) bagi orang 

kota”.(HR.Al-Bukhari).
67

 

 

 Adapun pengertian makelar menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) Pasal 76 yang menjelaskan makelar adalah komisioner 
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perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan barang. Jelas disini 

bahwa menurut pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seorang 

komisioner itu harus menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang 

juga dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak 

ketiga yang sebenernya untuk kepentingan orang lain, dengan ini seorang 

makelar bertindak atas nama pemberi kuasa maka ia tidak lagi di pandang 

sebagai komisioner. 

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi 

makelar (komisioner) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa 

dari hasil pekerjaannya. 

Macam-Macam perantara : 

a. Agen Dagang 

 Agen Dagang, adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk 

memberikan komisioner pada pembuatan secara langsung ataupun tidak. 

 Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual 

dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang 

suatu perushaan atau milik perseorangan.
68

 

 Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita meminta bantuan 

orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan sendiri 

misalnya melakukan transaksi jual beli seperti  tanah, rumah dan kendaraan, 

baik karena tidak adanya waktu  untuk itu atau tidak memiliki keahlian untuk 

memasarkan barangnya, orang yang kita minta bantuan itu di sebut makelar. 

 Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandat 

yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang 

yang dibutuhkan  oleh para pemakai jasa makelar, dengan menerima upah atas 

usahanya atau provesi pesanan (order). Selain dari pada itu fungsi makelar juga 

berfungsi mengadakan perjanjian- perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, 
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tetapi perbuatan- perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan 

dengan sendiri juga oleh seseorang makelar. 

 Dalam setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan 

pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian 

bahwa para makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam 

bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang 

hak milik orang lain pada orang lain, dengan kata lain bahwa makelar adalah 

salah satu profesi yang menguntungkan dalam proses penjualan barang tertentu 

milik orang lain.
69 

b. Persetujuan tertentu 

  Persetujuan jual-beli antara pihak ketiga dengan seorang pricipal, 

dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap atau juga pekerjaan menurut 

persetujuan-persetujuan seperti itu atas nama dan untuk principalnya itu.
70

 

c. Sales marketing 

 Sales marketing adalah menawarkan sesuatu produk kepada konsumen, 

sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai 

customer atau pelanggan. Jadi arti sales di sini adalah penjualan. 

d. Biro Jasa 

 Biro jasa adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh 

perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan 

utamanya adalah mencari keuntungan atau laba, atau mempertemukan pembeli 

dan penjual yang saling berinteraksi  

Dalam bisnis, perantara atau makelar berkewajiban sebagai berikut : 

1) Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual paling 

memungkin. 

2) Melakukan pencarian pembelian.  

3) Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli. 
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4) Melalukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian 

pembelian 

5) Membantu menjaga kerasahasian penjualan 

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan 

persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari sesesorang yang 

menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, 

makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya dari pengguna 

jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di transaksikan kepada siapa 

barang dijual. 

Bentuk konpensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk mediator 

bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli memuaskan atas 

barang dijual, negoisasi sukses suatu kontrak pembelian antara penjual dan 

pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan pertukaran uang antara 

penjual dan pembeli. 

Komisi upah keberhasilan berkisar antara 2,5% s/d 15% bergantung pada 

ukuran transaksi dan juga jenis bisnis atau komisi yang di dapat sesuai pada 

kesepakatan yang dibuat oleh pengguna jasa dan makelar berapa pembayaran 

jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa untuk  seorang makelar atas 

jasanya. 

 

2. Rukun dan Syarat samsarah 

Untuk sahnya aqad samsarah harus memenuhi beberapa rukun yaitu:
71

 

a.   Al-muta'aqidani (makelar dan pemilik harta) 

 Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar 

(penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar. 

Seorang simsar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan 

penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat. Dia juga berhak menerima 
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imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang 

menggunakan jasa  simsar harus segera memberikan imbalannya. 

b.   Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi) 

 Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang 

mengandung maksiat dan haram, juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui 

terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Jumlah imbalan yang harus 

diberikan kepada simsar adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah 

imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan 

kepada adat- istiadat yang berlaku di masyarakat. 

c.   Al-shigat   (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas 

transaksi pemakelaran tersebut) 

 Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut 

harus membuat sebuah aqad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan 

kewajian kedua belah pihak. 

 Secara praktis, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan 

kompensasi upah 'aqdu ijarh atau dengan komisi aqdu ji'alah. Maka syarat-

syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum 'aqad atau 

transaksi menurut aturan fikih Islam. Syarat-syarat umum transaksi dapat 

diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan al-shigat. Sedangkan 

seorang makelar hanya dibebankan syarat al-tamyiz tanpa al-aqlu wal bulugh 

seperti yang disyaratkan pada al-aqidani, sebab seorang makelar hanya sebagai 

penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi.
72

  

 Adapun syarat-syarat mengenai mahall al-ta'aqud (objek transaksi dan 

kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (masyru) 

dan kompensasi yang telah ditentukan (ma'lum).
73 Dari penjelasan di atas bisa 
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disimpulkan bahwa syarat samsarah (pemakelaran) adalah syarat-syarat umum 

transaksi dapat diterapkan pada al-aqidani (penjual dan pembeli) dan shigat. 

 Sehubungan dengan syarat sah dan tidak sahnya suatu kontrak 

keagenan, hubungan hukum keagenan harus dibuat secara tertulis yang disebut 

kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-

pihak.Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya 

faximile, telegram, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon. 

Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum perdata apabila dipenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yaitu: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kedua pihak berwenang melakukan perbuatan hukum 

c. Ada objek tertentu atau dapat ditentukan 

d. Berdasarkan kausa yang halal dan (dibolehkan) 

 

3. Hikmah Samsarah 

 Hikmah adanya samsarah adalah manusia itu saling membutuhkan satu 

sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara 

membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, 

diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku makelar (samsarah) yang 

mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat 

mereka akan memberi upah atau komisi pada makelar tersebut. 

 Sebagai makhluk sosial yang saling membutukkan satu sama lain dalam 

menjalani hidup, maka perwujudan makelar (simsar) adalah salah satu 

instrumen yang dapat membantu. Ada orang yang tidak tahu bagaimana cara 

membeli dan menjual barang mereka. Ada pula yang kondisinya tidak 

mengiginkan untuk turun kepasar untuk menemui penjual atau pembeli maka 

maka dalam keadaan yang demikian, diperlukan bantuan orang lain yang 

berprofesi selaku makelar yang menerima upah atau komisi. 



41 

 

 Islam membolehkan dan membenarkan bentuk kerja makelar ini, karena 

memang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu pembeli dan penjual serta makelar 

itu sendiri. Usaha ini dibutuhkan sebagaimana halnya pekerjaan lain yang dapat 

memberi manfaat, kerena itu tidak ada alasan untuk mengharamkannya. 

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern 

sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam perdagangan, 

pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain). 

 Seperti yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa samsarah  itu 

merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak 

samsarah  berhak mendapat upah (gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal 

mungkin, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak, 

baik dari pihak samsarah sendiri maupun dari pihak showroom. Kewajiban 

pihak showroom adalah membayar upah makelar (simsar) dimana mereka telah 

bekerja untuk showroom dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya 

makelar adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab. Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul 

oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam 

pemenuhan hakn dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan komisi 

kepada makelar sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua 

pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban di antara mereka. Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan 

diperlukan harus jelas, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan 

notaris.
74
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BAB TIGA 

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Dan Akad Samsarah Tehadap Bentuk Perlindungan Konsumen 

Pada Praktik Jual-Beli Mobil Bekas Melalui Makelar 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh 

Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak 

Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah 

seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata 

yang kala itu berstatus daerah bibeuh (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori 

Mukim dan dipimpin Ulee balang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung 

oleh Sultan. Biarpun berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, 

kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima tiga Sagi tersebut. Tgk Imum 

Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran Belanda, namun lokasinya 

tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini. Kecamatan Lueng Bata terletak 

antara 050°54′84″ LU – 950°33′84″ BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas 

permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar 

(Ha) dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuta Alam 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar 

3. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Ulee Kareng 

4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Baiturrahman 

Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang 

terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi 

dalam 30 Dusun. Ke – 9 (sembilan) gampong dalam Kecamatan Lueng Bata 

adalah sebagai berikut : 

1. Gampong Batoh 

2. Gampong Blang Cut 
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3. Gampong Cot Mesjid 

4. Gampong Lamdom 

5. Gampong Lam Paloh 

6. Gampong Lamseupeung 

7. Gampong Lueng Bata 

8. Gampong Panteriek 

9. Gampong Sukadamai 

Visi-misi 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Peningkatan 

Profesionalisme Aparatur Pemerintahan. Memberikan pelayanan administrasi 

pemerintahan yang profesional & terpadu dengan berlandaskan nilai-nilai 

Islami: 

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan & pemberdayaan ekonomi melalui sosialisasi & 

pembinaan potensi di kecamatan; 

2. Meningkatkan kemampuan aparatur Kecamatan & aparatur Gampong 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh asing yang 

bertentangan dengan Syariat Islam & adat istiadat yang berlaku dalam 

masyarakat.
75

 

 

B. Bentuk perlindungan konsumen pada praktik jual-beli mobil bekas 

melalui makelar di showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata 

Banda Aceh  

1. Praktik jual beli mobil bekas melalui makelar di showroom mobil bekas 

Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh 
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Perkembangan zaman dewasa ini memicu kompleksnya permasalahan dalam 

kegiatan muamalat, seiring dengan itu manusia sering menemukan masalah 

yang tidak persis sama dengan masalah yang telah ada dalam Al-Qur'an dan 

sunnah. Dalam hal ini diharapkan manusia dapat mencari solusi atas masalah 

yang baru dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukun ekonomi Islam.  

 Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah 

jual beli, jual beli dalam praktiknya harus dikejakan secara jujur dan 

menjunjung tinggi nilai kepercayaan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, 

menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru dapat 

mendatangkan kemaslahatan.  

 Saat ini dalam kegiatan muamalat khususnya dalam jual beli mobil 

sudah banyak muncul beberapa alternative yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, salah satunya yaitu dengan mewakilkan atau mendelegasikan 

mandatnya pada seseorang yang dianggap berpengalaman pada bidang tersebut 

dalam hal ini adalah mewakilkan dirinya pada makelar. 

 Tidak lepas dari itu di kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Lueng 

Bata terdapat sekitar 27 showroom mobil bekas yang pada praktiknya 

menggunakan perwakilan dalam jual beli mobil bekas yang mana disebut 

sebagai makelar.
76

 Makelar atau katakanlah pedagang perantara yang bertugas 

menjembatani pihak penjual dan pembeli. Tidak dipungkiri dengan adanya 

pihak ketiga yang menjadi akses penghubung antara penjual dan pembeli 

sangat mempermudah transaksi dengan keterbatasan yang dimiliki oleh 

masing-masing pihak. 

Kegiatan jual beli melalui makelar dilakukan karena terbatasnya waktu 

dan kemampuan penjual dalam melakukan penjualan dan dianggapnya lebih 

praktis dan mudah memjual barangnya jika menggunakan jasa makelar. 

Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran, sehingga di sini dijelaskan 
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mengapa penjual menggunakan jasa makelar Menurut beberapa showroom 

mobil bekas setempat,  penggunaan  jasa  makelar adalah sudah menjadi hal 

biasa, apalagi dalam penjualan yang bernilai tinggi, karena makelar 

dianggap lebih mengetahui medan pemasaran dan pasaran. Tugas mereka 

adalah menjembatani antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal ini 

tugas makelar adalah mencarikan pihak pembeli atas apa yang pembeli 

butuhkan, dan bagi penjual adalah perantara dan menghubungkan atau 

mencarikan pembeli.
77

 

Beberapa faktor kenapa orang menggunakan jasa makelar antara lain 

adalah: 

a. Mempermudah kinerja penjual, dalam hal ini makelar berlaku 

sebagai wakil. 

b. Makelar dianggap lebih tahu pasaran sehingga penjual percaya 

jika dia diwakilkan. 

c. Lebih cepat mendapatkan pembeli. 

Makelar banyak mencari informasi tentang penjualan atau pembelian 

barang dari waktu-waktu senggangnya, biasanya mereka akan sering 

menyempatkan waktu untuk saling bertukar informasi tentang penjualan. Dari 

situlah para makelar berkumpul dan banyak membicarakan tentang penjualan 

atau pembelian dari sekitar lingkungan masing-masing, mereka bisa bekerja 

secara tim atau individu.
78

 Selain itu kebiasaan showroom menggunakan jasa 

makelar menjadikan mereka lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika 

mereka membutuhkan sesuatu, menjualkan atau ingin membeli, mereka akan 

menghubungi makelar dan meminta bantuan mereka. Mereka akan langsung 

mengatakan niatnya dalam mencari atau menjual barang. Jika makelar  sendiri 
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sudah punya pandangan barang yang dimaksud penjual atau pembeli maka 

dia akan langsung mengatakan apa saja dan bagaimana jenis barang yang 

dibutuhkan. 

Jika pihak penjual atau pembeli tertarik dengan beberapa barang dari 

makelar, dari situlah terjadi kesepakatan awal. Kemudian makelar menyiapkan 

tempat pertemuan dan apa yang dibutuhkan penjual atau pembeli dan mereka 

akan bertemu dan melakukan persetujuan kembali. Akan tetapi makelar 

terlebih dulu menjelaskan bagaimana jenis barang tersebut. jika setuju, maka 

akan memulai kesepakatan dari penentuan harga. Biasanya penjual menetapkan 

harga terlebih dulu dan makelar mengikuti sesuai dengan pasaran, Tapi tak 

jarang juga, dikarenakan di Aceh ruang lingkup pasarnya yang kecil dan belum 

adanya penyatuan kesepakatan harga secara resmi antar showroom, maka 

makelarlah yang memegang peranan besar dalam penetapan harga dipasaran, 

dari harga pasaran itulah makelar bernegosiasi kepada pembeli. Ketika sudah 

terjadi kesepakatan dari jual beli tersebut, kemudian penjual (pihak Showroom) 

mengatakan ketentuan berapa komisi dari penjualan tersebut, tapi jika makelar 

bisa menjual barang di atas nilai yang telah ditentukan pihak showroom maka 

itu akan menjadi hak makelar di tambah dengan komisi dari showroom.
79

 

Dalam kegiatan jual beli mobil bekas di Kecamatan Lueng bata 

Banda aceh, semua Showroom menggunakan sistem tunai dan kredit. Dan 

di sini pihak showroom berkerja sama dengan pihak leasing. Bagi yang 

menggunakan sistem kredit, selain menyiapkan uang muka ada beberapa 

hal yang harus disiapkan seperti KTP pemohon, kartu keluarga, KTP isteri 

(jika telah menikah), rekening listrik, buku nikah, surat keterangan bekerja 

beserta slip gaji dan buku tabungan. Setelah itu barulah proses transaksi 

bisa dilakukan, mulai dari survey rumah pemohon dan tempat kerja 

pemohon yang dilakukan oleh pihak  leasing  sendiri. Jika semua sudah 
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memenuhi persyaratan dari leasing, barulah mobil dapat di keluarkan dari 

showroom dan diserahkan kepada pembeli.
80

 

Kegiatan transaksi jual beli mobil pada showroom Aladin Mobil Kec. 

Lueng Bata Banda Aceh mereka menjalankan beberapa fungsi dan kegiatan 

transaksi. Adakalanya showroom  bertindak sebagai penjual yang menggunakan 

jasa makelar dan adakalanya showroom bertindak sebagai makelar sendiri 

yang menjual mobil dari pemilik lain yang mobilnya dititipkan pada 

showroom tersebut . Dalam proses jual-beli, pada tahap awal seorang pembeli 

mendatangi makelar mobil dengan maksud ingin memesan atau membeli mobil 

yang memiliki ciri-ciri seperti yang ia inginkan. Pihak makelar memberikan 

penjelasan mengenai mobil tersebut sehingga terjadi kesepakatan awal, yaitu 

memilih  barang/ mobil  tersebut.  Kemudian  pihak  makelar  mendatangi 

showroom yang memiliki mobil sesuai dengan kemauan si pembeli dan 

menayakan beberapa hal, mulai dari komisi yang di dapat oleh makelar, harga 

mobil, kelebihan dan kekurangan mobil, kelengkapan surat mobil dan hal-hal 

lain yang dianggap penting untuk dijelaskan kepada konsumen. Setelah terjadi 

kesepakatan harga dengan showroom,  kemudian makelar membawa sipembeli 

ke showroom agar dapat melihat langsung mobil yang diinginkan, showroom  

juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menguji mobil tersebut 

(test drive), jika semua dianggap sudah sesuai barulah terjadi proses akad jual 

beli antara pihak showroom dengan sipembeli, tugas makelar disini hanya 

menjembatani kepentingan penjual dan pembeli, setelah itu pihak showroom 

memberikan komisi kepada makelar sesuai kesepakatan.
81

 

Pada proses jual beli lainnya dari pihak penjual mobil, penjual langsung 

membawa mobil yang ingin dijual ke salah satu showroom mobil bekas, 

menjumpai pihak showroom untuk menawarkan mobil yang akan dijual, pihak 
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showroom melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan kelayakan mobil, 

jika telah memenuhi persyaratan kemudian melakukan negosiasi untuk 

penetapan harga mobil, jika harga telah disepakati maka terjadilah akad jual 

beli dan proses transaksi selesai. Beda hal nya dengan mobil yang dititipkan di 

showroom, di sini pihak  showroom bertindak sebagai makelar, yang akan 

menjual mobil yang yang dititipkan kepada konsumen. Sebelum mobil 

dititipkan ada kesepakatan antara showroom dengan pemilik mobil yaitu, 

mengenai komisi dan biaya perawatan mobil selama mobil dititipkan di 

showroom. Jika sepakat, maka showroom akan menerima mobil dititipkan 

untuk dijual. Mengenai harga pemilik mobil yang menentukannya, jika mobil 

terjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan maka itu 

menjadi hak showroom.
82

 

 

2. Bentuk perlindungan konsumen terhadap mobil bekas di showroom 

mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh 

Sebagian besar bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh 

pihak makelar dan showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda 

Aceh hampir sama. Yaitu, memberikan keterangan terkait mobil bekas 

secara jelas dan lengkap, menjamin mutu barang atau jasa yang 

diperdagangkan sesuai standar mutu barang dan jasa yang berlaku, memberi 

kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba mobil yang 

diperdagangkan. Apabila ada konsumen yang meminta untuk dicarikan 

mobil, makelar langsung mencarikan mobil sesuai keinginan konsumen 

selanjutnya memberikan informasi terkait kekurangan dan kelebihan mobil 

yang diinginkan agar konsumen dapat melakukan pertimbangan terlebih 

dahulu, akan tetapi apabila konsumen ingin melakukan pengecekan secara 
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langsung makelar hanya menyiapkan mobil yang diinginkan saja, namun 

apabila konsumen berhalangan untuk melakukan pengecekan secara 

langsung dengan seizin pihak showroom maka makelar yang membawa 

mobil kepada pihak konsumen, disana makelar bersama konsumen bebas 

melakukan pengecekan baik itu permasalahan mesin mobil, berbagai 

kelengkapan mobil, informasi tentang penggunaan pengguna terdahulu dan 

segala hal yang bersangkutan dengan keadaan mobil agar konsumen merasa 

puas menggunakan jasa makelar tersebut. Tetapi mobil yang ada di 

showroom mobil bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh diperkirakan 

dalam kondisi siap pakai semua.
83

 

Makelar yang tidak melakukan kewajibannya sebagai perantara 

antara sipenjual dan pembeli biasanya bukan makelar yang berasal dari 

showroom melainkan makelar yang datang dari luar. Menyalurkan jasanya 

dengan memfasilitasi seorang pembeli kepada showroom yang pada 

dasarnya pihak showroom tidak membutuhkan jasanya, dan kemudian 

meminta komisi tanpa ada kesepakatan awal. Juga kadang mereka 

mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga terkadang keuntungan 

yang diperoleh makelar lebih besar dari pada keuntungan  yang diperoleh 

pihak showroom dari objek transaksi yang diperjualbelikan. Tidak sedikit 

dari para makelar ini melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak-

pihak tertentu dengan merekayasa harga sehingga dalam penetapan harga 

tersebut dapat merugikan penjual ataupun pembeli. Permainan harga 

dilakukan oleh para makelar luar, di mana makelar menjual dengan harga 

yang lebih tinggi dari harga yang ditentukan oleh pemilik mobil, dan 

kadang-kadang makelar menetapkan harga di bawah pasaran saat 

mengambil barang dari pemlik mobil, kemudian dijual ke pihak showroom 
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di atas harga pasaran untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Banyak ditemukan makelar memberikan informasi tidak benar tentang 

mobil bekas yang menjadi objek transaksi, hanya memberikan informasi 

yang positif saja terhadap keadaaan mobil yang akan diperjual-belikan. 

Setelah mobil tersebut laku terjual, ternyata kualitas mobil yang didapatkan 

tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.
84

  

Berakhirnya tugas makelar ketika sudah melaksanakan apa yang 

menjadi tanggung jawabnya dalam menjual barang kepada pembeli. 

Terselesaikannya atau terpenuhinya tanggung jawab sebagai makelar jual-

beli pada saat perjanjian awal dalam mendapatkan barang yang dicari. 

Seorang makelar dikatakan berhasil dalam memenuhi tanggung jawabnya 

ketika seorang pembeli merasa puas atas pelayanan dalam mencarikan 

barang. Komisi makelar diberikan ketika agen sudah mencarikan barang, 

pembeli sudah mendapatkan barang, sudah terjadi transaksi dan 

kesepakatan, maka di situlah makelar berhak mendapatkan komisi atas jerih 

payahnya.
85

  

 

C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan akad samsarah tehadap bentuk perlindungan konsumen 

pada praktik jual-beli mobil bekas melalui makelar  di showroom mobil 

bekas Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh 

Sekarang ini, banyak  orang  yang  disibukkan  dengan  pekerjaan 

masing-masing. Sehingga ada sebagian orang tidak memiliki waktu untuk 

menjual barangnya atau mencari barang yang diperlukan. Sebagian orang lagi 

mempunyai waktu luang, mempunyai keahlian untuk memasarkan 

(menjualkan), namun tidak memiliki barang yang akan dijualkannya. 
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Untuk memudahkan kesulitan yang mereka hadapi, saat ini ada orang 

yang berprofesi khusus menangani hal-hal yang dikemukakan di atas, seperti 

biro jasa, di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan (manfaat). Biro jasa  

mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya, sedangkan 

orang yang memerlukan jasa mendapatkan kemudahan, karena sudah ditangani 

oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. 

Dalam hal ini pihak biro jasalah yang bisa membantu dan 

menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh pemilik barang tersebut, selain 

pemilik barang dapat menyelesaikan masalahnya, pihak biro jasa juga 

mendapat lowongan kerja sehingga pemilik barang dan biro jasa mendapat 

keuntungan. 86 

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan 

konsumen. Dalam Islam melindungi konsumen merupakan syarat mutlak 

untuk tercapainya suatu keberhasilan. Islam telah mengajarkan umat manusia 

untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, 

terutama dalam hal pemakaian barang dan jasa. Perlindungan konsumen 

terhadap barang dan jasa dalam Islam dilakukan dengan memberikan hak 

khiyar. Khiyar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang 

sedang melakukan akad dalam istilah Islam yaitu memberi kebebasan dalam 

menentukan pilihan dari apa yang akan dibeli dalam hal jual beli, yang 

bertujuan memberikan hak atas apa yang akan dilakukan dalam menentukan 

akad tersebut. Sedangkan fungsi dari khiyar tersebut adalah sebagai bentuk dari 

perlindungan terhadap calon pengguna barang dan jasa dalam menentukan akad 

tersebut untuk membeli dan menggunakan produk barang dan jasa yang 

dikehendaki.
87

 Transaksi pada showroom merupakan akad jual beli melalui 
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wakil yang mana terdapat hak khiyar di dalamnya sebagai bentuk perlindungan 

konsumen, yang mana perlindungan tersebut ialah khiyar majlis.
88

 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis, semua showroom di Kecamatan 

Lueng Bata Banda Aceh telah menggunakan jasa makelar untuk mempermudah 

transaksi jual beli dan memberikan perlindungan terhadap mobil bekas dan jasa 

makelar sesuai dengan Undang-undang Pelindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999 dan juga sesuai dengan konsep akad samsarah. Tujuan dari 

pelindungan konsumen pada dasarnya adalah untuk maslahah fardiyah (hak-

hak individu) guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu 

pihak makelar dengan konsumen agar tidak terabaikan hak-hak konsumen yang 

merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang harus dipenuhi.  

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan 

kepada setiap  konsumen  yang  merasa dirugikan  hak-haknya  oleh  pelaku  

usaha.  Pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di 

derita konsumen atas produk atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  pada Bab 

VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pasal 19 Ayat (1) “Pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan 

atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang 

dihasilkan atau di perdagangkan.
89

 Hal ini diperlukan karena konsumen 

dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah bila 

dibandingkan dengan produsen. Hal tersebut menyebabkan  hukum  

perlindungan  konsumen  di  anggap  penting keberadaannya. 

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
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perlindungan bagi konsumen terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan 

baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar dilakukan ganti rugi 

sesuai dengan harga suatu produk apabila konsumen merasa dirugikan oleh 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan 

persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari sesesorang yang 

menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan pembeli, 

makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya dari pengguna 

jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di transaksikan kepada siapa 

barang dijual. 

Hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan 

perlindungan konsumen dan memberikan ganti rugi terhadap kerugian 

material yang dialami oleh konsumen  merupakan kerugian yang tidak secara 

langsung diderita oleh konsumen, melalainkan kerugian yang dapat dinilai 

dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan. Kerugian tersebut dapat 

berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah 

uang untuk produk dan/atau jasa atas produk dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan apa yang telah diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang 

jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit, akan 

tetapi konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen 

ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa  showroom  mobil bekas di Kec. 

Lueng Bata Banda  Aceh memberikan perlindungan kepada konsumen secara 

hukum Islam ataupun berdasarkan hukum positif seperti yang diharapkan oleh 

konsumen kebanyakan. Hal ini membuat konsumen merasa aman dan nyaman 

untuk menggunakan jasa makelar dalam proses jual beli, untuk memenuhi hak 

konsumen. Makelar dan showroom telah memperhatikan sisi perlindungan 

kepada konsumen seperti memberikan tranparansi saat proses jual beli agar 
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konsumen mempercayai menggunakan jasa makelar dan konsumen tidak 

merasa dirugikan apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena telah 

diberikan informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi. 

Kemudian pihak makelar dan showroom juga memberikan hak khiyar kepada 

konsumen. Diharapkan kepada pihak makelar dan showroom dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen agar 

konsumen merasa nyaman  saat  mengunakan jasa makelar. Dengan demikian 

pelayanan dan sistem perlindungan yang diharapkan konsumen benar-benar 

akan terwujud. 

 

 



 

55 

BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bentuk pelindungan yang di berikan makelar ialah: memberikan 

informasi sejelas-jelasnya mengenai kelebihan dan kekurangan mobil, 

melakukan pengecekan baik itu permasalahan mesin mobil, berbagai 

kelengkapan mobil, memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk melakukan uji coba terlebih dahulu, menerangkan informasi 

tentang penggunaan pengguna terdahulu dan segala hal yang 

bersangkutan dengan keadaan mobil. 

2. Tinjauan Undang-undang Perlindungan konsumen dan akad samsarah  

terhadap praktik jual beli mobil bekas melalui makelar di Kecamatan 

Lueng Bata Banda Aceh sudah sesuai karena pihak terkait telah 

memperhatikan sisi perlindungan kepada konsumen seperti memberikan 

tranparansi saat proses jual beli agar konsumen mempercayai 

menggunakan jasa makelar dan konsumen tidak merasa dirugikan 

apabila terjadi kerusakan mobil di kemudian hari karena telah diberikan 

informasi sejak awal dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi, tak lupa 

memberikan hak khiyar. Sistem jual beli mobil bekas di Kecamatan 

Lueng Bata Banda Aceh menjalankan dua fungsi dalam  kegiatan  

transaksi,  adakalanya  showroom  bertindak  sebagai  penjual yang 

menggunakan jasa makelar dan adakalanya showroom sendiri bertindak 

sebagai makelar yang menjual  mobil  dari  pemilik  lain. Dalam 

praktiknya makelar berperan sebagai jembatan penghubung transaksi 

antara pihak Showroom dengan pihak konsumen baik dalam melakukan 

pemasaran atau menerima permintaan konsumen. 
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B. Saran 

1. Kepada para pelaku jual beli tetaplah berlaku jujur antara satu sama lain, 

terutama kepada pihak penjual, dimana dialah yang lebih tahu kelebihan 

atau kekurangan barang yang akan dia jual, sehingga jauh dari larangan 

agama, dan karena makelar adalah sarana yang menjembatani dan media 

untuk mempermudah jalannya transaksi untuk memenuhi kebutuhan 

dalam kehidupan sosial. 

2. Kepada pihak makelar hendaknya berlaku amanah karena telah 

dipercaya sebagai wakil daripada penjual atau pun pembeli untuk 

melancarkan jual beli, dan tidak melebih-lebihkan apa yang tidak 

seharusnya. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Pertanyaan untuk informan: 

1. Apakah pada showroom ini menggunakan jasa makelar? 

2. Faktor seseorang penggunakan jasa makelah? 

3. Bagaimana aturan dan praktik jual beli di showroom ini? 

4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada 

konsumen terhadap mobil bekas? 

 

Pertanyaan untuk responden: 

1. Sudah berapa lama berprofesi sebagai makelar? 

2. Apa yang melatar belakangi anda berprofesi sebagai 

makelar? 

3. Apa bentuk pertanggung jawaban yang diberikan 

makelar sesudah dan sebelum transaksi? 

4. Berapa komisi anda sebagai seorang makelar? 
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